
 
 

 

 

BUPATI SERUYAN 

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

 

PERATURAN BUPATI SERUYAN 
NOMOR 25 TAHUN 2024 

 
TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SERUYAN  

NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN 
DAN PENETAPAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA  

TAHUN ANGGARAN 2024 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI SERUYAN, 

 
Menimbang : a. bahwa adanya kenaikan pendapatan daerah 

sebagaimana diatur pada Peraturan Daerah 
Kabupaten Seruyan Nomor 10 Tahun 2024 tentang 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2024, perlu dilakukan penyesuaian 
terhadap Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun 
Anggaran 2024; 

 
b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seruyan 
Nomor 8 Tahun 2024 tentang Tata Cara 
Pengalokasian dan Penetapan Pembagian Alokasi 

Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2024; 
 

  

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang 
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten 
Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten 
Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten 
Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan 
Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan 
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4180); 
 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914); 
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3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhirdengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 41); 
 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

 
6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang 

Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 165); 

 
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
2036), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 

perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 157); 

 
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 

2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

 
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 

2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, Dan 
Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala 
Desa Dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802); 

 
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 

2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 1781); 
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11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 
 

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 
tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, 
Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun 
Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2023 Nomor 1052); 
 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 
Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk 
Hukum (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 
2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Seruyan Nomor 69); 

 
14. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 

Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 79) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Seruyan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 
Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Seruyan Tahun 2024 Nomor 80, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 93); 

 
15. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 10 

Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 
2024 Nomor 70, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Seruyan Nomor 99); 
 

16. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 22 Tahun 2024 
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita 
Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 22); 

 
 

MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI SERUYAN NOMOR 8 TAHUN 
2024 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN 

PENETAPAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA 
SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2024. 
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  Pasal I 
 

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Seruyan 
Nomor 8 Tahun 2024 tentang tentang Tata Cara 
Pengalokasian Dan Penetapan Pembagian Alokasi Dana 
Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah 
Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 8), diubah 
sebagai berikut: 
 
1. Ketentuan Pasal 5 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 5 

berbunyi sebagai berikut: 
   

Pasal 5 
 

(1) Besaran ADD setiap Desa dihitung berdasarkan 
jumlah penduduk desa, jumlah penduduk miskin 
desa, luas wilayah desa, dan indeks kesulitan 
geografis desa. 

 
(2) Data jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan 

Desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan 
geografis desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) bersumber dari kementerian yang berwenang 
dan/atau lembaga yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang statistik. 
 

(3) Jumlah Desa pada Pemerintah Kabupaten 
Seruyan sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) 
desa sebagai penerima Dana Desa Tahun 
Anggaran 2024. 
 

(4) Pagu Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 
2024 semula sebesar Rp81.946.083.000,- 
(delapan puluh tiga milyar sembilan ratus empat 

puluh enam juta delapan puluh tiga ribu rupiah) 
menjadi sebesar Rp93.946.081.000,- (sembilan 
puluh tiga milyar sembilan ratus empat puluh 
enam juta delapan puluh satu ribu rupiah) atau 
bertambah sebesar Rp12.000.000.000,- (dua 
belas milyar rupiah). 

 
 

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

   
Pasal 7 

 

Hasil Perhitungan ADD untuk masing-masing                         
Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan 
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Bupati ini. 
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Pasal II 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan. 
 
 

Ditetapkan di Kuala Pembuang 
pada tanggal 11 November 2024 

 
Pj. BUPATI SERUYAN, 

ttd 
 DJAINUDDIN NOOR 

 
Diundangkan di Kuala Pembuang 
pada tanggal 11 November 2024 
 
Pj. SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN SERUYAN, 
ttd 

BAHRUN ABBAS 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2024 N0M0R 25 

 




